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 SURAT PERJANJIAN KAWIN ADAT DAYAK 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA 

ISLAM DI INDONESIA *) 

PENDAHULUAN 

 

Dalam masyarakat hukum adat dayak masih ada yang memegang teguh adat 

istiadat leluhurnya dalam melaksanakan suatu pernikahan, sehingga selain 

dilaksanakan menurut hukum agama juga dilaksanakan tata cara menurut adat yang 

sebagian besar merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan dalam suatu komunitas 

yang menempati wilayah di pulau Kalimantan. 

 

Tidak semua orang dapat melaksanakan pernikahan secara adat karena 

dianggap sebagian besar masyarakat sangat memberatkan bagi pihak keluarga yang 

ingin mempersunting / melamar calon isteri dari suku / clan dayak tersebut karena 

harus mempunyai kesanggupan untuk memenuhi beberapa persyaratan sebelum akad 

nikah dilaksanakan berupa Surat Perjanjian Kawin Adat Dayak yang harus ditanda 

tangani oleh calon mempelai beserta saksi-saksi dari kedua belah pihak yang 

melangsungkan perkawinan tersebut. 

 

Di sisi lain Hukum Perdata Islam yang dimaksud adalah Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan atau ketentuan perkawinan 

yang berlaku di Indonesia dan bagi para pihak yang ingin melangsungkan 

perkawinan sudah cukup mengatur adanya perjanjian perkawinan tersebut. 

 

Bahwa ingin sekedar mengetahui fungsi Surat Perjanjian Kawin Adat Dayak 

yang seringkali dibuat sebelum pelaksanaan perkawinan dilangsungkan oleh kedua 

mempelai  maka  Penulis mencoba membahasnya menurut tinjauan Hukum Perdata 

Islam di Indonesia. 
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PERIHAL PERKAWINAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN 

 

Secara garis besar prosedur melaksanakan perkawinan terdapat pada pasal    

3, 8, 9, 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu : 

1. Pemberitahuan : memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat 

Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan (Kantor Urusan Agama 

Kecamatan bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan 

beragama Islam). 

2. Penelitian : setelah adanya pemberitahuan maka diadakan penelitian apakah 

syarat perkawinan telah dipenuhi dan tidak adanya halangan perkawinan 

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

3. Pengumuman : setelah diadakan penelitian ternyata tidak ada halangan 

perkawinan dan syarat-syarat perkawinan terpenuhi maka diumumkan dengan 

cara ditempelkan sesuai formulir pada Kantor Catatan Sipil / Kantor Urusan 

Agama setempat sehingga mudah dibaca umum tentang identitas calon 

mempelai beserta ketetapan waktu perkawinan akan dilangsungkan. 

4. Pelaksanaan : setelah pengumuman untuk melangsungkan perkawinan 

ditempat maka sepuluh hari sejak itu perkawinan dapat dilakukan menurut 

masing-masing agama dan kepercayaan itu supaya sah.
1
 

 

Sedangkan Perjanjian Perkawinan hanya diatur dalam satu  pasal saja, yaitu 

pasal 29 / Bab V Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang 

menyatakan : 

“Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung, kedua pihak atas persetujuan 

bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai 

Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga 

sepanjang pihak ketiga tersangkut”. 

 

 

                                                 
1 Amiur Nuruddin, st.al. 2004. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana. 

Hal : 125 - 129. 
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Disamping itu dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 45 - 52 antara lain 

menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan 

dalam bentuk : 

1. Ta’lik talak, dan 

2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Dan lebih tegas lagi dapat dilihat para peraturan Menteri Agama Nomor 3 

Tahun 1975 pasal 11 menyatakan : 

1. Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. 

2. Perjanjian yang berupa ta’lik talak dianggap sah kalau perjanjian itu 

diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan. 

 

 

SURAT PERJANJIAN KAWIN ADAT DAYAK MENURUT HUKUM 

PERDATA ISLAM 

 

Bahwa untuk mengetahui permasalahan yang ada berkenaan dengan fungsi 

Surat Perjanjian Kawin Adat Dayak tersebut maka dalam ruang ini dikatakan oleh 

pendapat Martiman Prodjohamidjodjo bahwa perjanjian yang dibuat jauh lebih 

sempit dari perjanjian yang bersumber pada undang-undang karena perjanjian 

semacam ini bersumber pada persetujuan saja dan pada perbuatan yang tidak 

melawan hukum.
2
 

 

Lebih jelas dapat dikatakan bahwa perjanjian kawin adat dayak adalah 

perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu atau sebelum 

akad nikah dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disaksikan 

oleh keluarga terdekat kedua belah pihak. Namun jika perjanjian itu menyangkut 

masalah harta benda, biasanya disahkan / diketahui oleh Damang Kepala Adat selaku 

Kepala Desa dengan ditandatangani oleh masing-masing ahli waris dari pihak laki-

laki dan perempuan (mempelai) selaku saksi-saksi yang mengetahui adanya 

perjanjian tersebut. 

                                                 
2 Martiman Prodjohamidjodjo. 2002. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta : Indonesia 

Legal Center Publising. Hal : 29. 
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Selanjutnya, menurut Henry Lee A Weng menyatakan bahwa perjanjian 

perkawinan semacam Surat Kawin Adat Dayak tersebut mempunyai fungsi yang luas 

karena bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan tetapi juga 

meliputi syarat-syarat atau keinginan-keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua 

belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3
 

 

Jika diteliti maka biasanya isi dari Surat Perjanjian Kawin Adat Dayak 

memuat 5 hal yang pokok, yaitu : 

1. Identitas para  pihak dan waktu pelaksanaan  ( hari dan tanggal dibuat )  perjanjian 

    tersebut. 

2. Peralatan  perkawinan yang diminta sebagai  syarat  yang harus  dipenuhi  sebelum 

    perkawinan dilangsungkan. 

3. Isi perjanjian / klausula atau hal-hal apa saja yang ingin diperjanjikan. 

4. Sanksi   atau   denda   apabila  terjadi   pelanggaran  terhadap  isi  surat   perjanjian 

    perkawinan tersebut. 

5. Tanda tangan para pihak, lengkap dengan para saksi masing-masing dari keluarga/ 

    ahli waris dan bila menyangkut harta maka harus ada mengetahui / mengesahkan 

    Kepala Desa / Kepala Adat atau Pegawai Pencatat Perkawinan. 

 

Bahwa menurut hemat Penulis ada 2 hal yang perlu diketahui berkaitan 

dengan perjanjian perkawinan ini, yaitu : 

1. Perjanjian perkawinan bukanlah sesuatu yang mutlak karena tanpa perjanjian 

pun perkawinan itu dapat dilaksanakan. Barang kali ini hanyalah sebuah 

perikatan yang dipersiapkan sesuai keperluan bagi pihak-pihak yang merasa 

berkepentingan, terutama sekali untuk perlindungan hukum bagi perempuan 

dan anak-anak yang sering kali menjadi korban ketidakadilan sebagai akibat 

dari suatu peristiwa dan hubungan hukum yang tidak seimbang dibidang 

harta benda yang diperoleh selama perkawinan / sebelum perkawinan. 

 

 

                                                 
3 Henry Lee A Weng. 1990. Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan.      

Medan : Rimbow. Hal : 5. 
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2. Berkenaan dengan isi suatu perjanjian perkawinan, sungguh pun dibebaskan 

menentukan apa saja yang ingin diperjanjikan dalam klausula tersebut, 

namun tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesusilaan 

dan ketertiban umum. 

Dan lebih ditegaskan lagi dalam Kitab Fiqh Sunnah yang menyatakan : 

“Setiap syarat yang tidak sejalan dengan hukum yang ada dalam kitab Allah 

adalah batal meskipun seratus syarat dan orang-orang Islam itu terikat kepada 

syarat-syarat yang dibuat mereka, kecuali syarat untuk menghalalkan yang 

haram dan mengharamkan yang halal.
4
 

 

Adapun ta’lik talak seperti yang dimuat dalam Undang-undang perkawinan 

tidak termasuk ke dalam perjanjian perkawinan ini karena hanyalah kehendak 

sepihak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah. Ta’lik talak juga merupakan 

satu bentuk institusi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan berkaitan 

dengan bidang perkawinan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ta’lik 

talak termasuk juga perjanjian perkawinan karena memuat perjanjian yang isinya 

tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama (Islam). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 

 

- Bahwa fungsi dari  Surat  Perjanjian  Kawin  Adat  Dayak merupakan perlindungan 

  hukum bagi  perempuan dan  anak-anak  yang lahir  dari  perkawinan  tersebut yang 

  berkaitan   dengan  masalah   harta  benda   selama   perkawinan   maupun  sebelum 

  perkawinan  dilangsungkan.   Disamping  itu  merupakan  jaminan  kesetiaan / Ikrar  

  bagi pasangan suami isteri yang  mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut untuk 

  tidak  mudah   membubarkan  perkawinan  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  hukum 

  bahkan kalau dapat dipertahankan  perkawinan tersebut hingga  salah satu pasangan 

  berpisah   disebabkan  kematian  karena  salah  satu  pihak  dapat  dikenakan  sanksi  

  pembayaran  /  denda    jika   secara   sepihak   membubarkan   perkawinan   karena 

  melanggar isi Surat Perjanjian Kawin Adat Dayak tersebut. 

 

                                                 
4 Sayid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah Dalam Amiur Nuruddin, et.al. op.cit. Hal : 139. 
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Adapun saran-saran sebagai berikut : 

- Perlu penelitian dan pengkajian lebih mendalam lagi di setiap masyarakat 

hukum adat di setiap daerah / komunitas diluar pulau Kalimantan sebagai 

studi perbandingan berkaitan dengan perjanjian perkawinan sebagai suatu 

perikatan di bidang perkawinan. 
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